
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578).
Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .,

~

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 3046);

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, ten tang Pembentukan
Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok
Tengah tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam, Musim
Tanam I, II, IIITahun 2019/2020

b. bahwa untuk mewujudkan hasil yang optimal, rencana pola tanam
dan tata tanam harus dilakukan secara tertib dan baik dengan
mempertimbangkan ketersediaan air dan areallayanan irigasi;

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan
pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup perlu adanya
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi antar pihak - pihak yang terkait pada
pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam;

BUPATILOMBOKTENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANAPOLATANAMDANTATATANAMMUSIMTANAMI, II DANIII
TAHUN2019/2020

TENTANG

PERATURANBUPATILOMBOKTENGAH
NOMOR \ \ TAHUN2020

BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasall

KETENTUAN UMUM

PERATURANBUPATITENTANGRENCANAPOLATANAMDANTATA
TANAMMUSIMTANAMI, II, DANIII TAHUN2019/2020

BABI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
1 Tahun 2016 tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya
Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
50 Tahun 2015 ten tang Izin Penggunaan Sumber Daya Air;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
30 Tahun 2015 ten tang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14 Tahun 2015 ten tang Kriteria dan Penetapan Status Daerah
Irigasi;

9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015, tentang Penetapan
Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
4 tahun 2015 .tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
6 Tahun 2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air
dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 3226);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 3225);



16. Rencana Tata Tanam Global yang selanjutnya disebut RTTG adalah
rencana tata tanam yang menggambarkan rencana total luas tanam
pada suatu daerah irigasi.

15. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disebut RTTD adalah
rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada
suatu daerah irigasi dan terinci per petak tersier

14. Komisi lrigasi yang selanjutnya disingkat Komir adalah lembaga
koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3AjGP3AjIP3A,
dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi
meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggidan pemerhati
irigasi.

13. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A
adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A yang memanfaatkan
fasilitas irigasi pada daerah irigasi atau pada tingkat induk atau primer.

12. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat
GP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang
memanfaatkan fasilitasi irigasi pada Daerah Irigasi atau pada tingkat
sekunder.

11. Perkumpulan Petani Pemakai Airyang selanjutnya disingkat P3Aadalah
wadah bagi petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi
dalam suatu petak atau blok tersier.

10. Tata Tanam. adalah rencana penggunaan lahan di dalam daerah irigasi
yang disesuaikan dengan kemampuan debit air irigasi yang ada untuk
usaha pertanian pada musim hujan atau kemarau, termasuk
pengaturan tentang jadwal tanam, jumlah luas tanam, penentuan
golonganygilir air, bero dan penentuan tutup tanam atau panen serta
rencana pengeringan saluran.

9. Pola Tanam adalah tata urutan atau susunan pertanaman termasuk
pengolahan tanah dan bero pada sebidang lahan sawah tertentu selama
satu tahun.

.. ...jarmgan mgasi.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu

7. lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang
pertanian dan kepentingan usaha lainnya.

6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Lombok
Tengah.

3. Bupati adalah Bupati LombokTengah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTengah.

5. Perangkat Kerja Yang Terkait adalah BadanfDinasfUnit Pelaksana
Teknis yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang
perencanaan, pengairan, pertanian, perkebunan, dan penyediaan sarana
dan prasarana fisik sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.



(2) Rencana pola tanam dan tata tanam disusunj direncanakan olehseluruh
satuan kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan mempertimbangkan
usul dari masyarakat petani pemakai air, P3A/GP3A/IP3Atingkat
daerah irigasi. '"

~

(1) Rencana Pola tanam dan tata tanam adalah Tata urutarr/Susunan
Pertanaman pada sebidang lahan Irigasidalam persatuan luas,termasuk
di dalamnya pengolahan tanah,bero, Rencana luas tanam,Lokasi
penanaman,jadwal penanaman,kebutuhan air ,penentuan tutup tanam
yang akan diprioritaskan mendapat distribusi layanan air irigasi pada
musim hujan dan kemarau tiap tiap daerah irigasi Kabupaten Lombok
Tengah.

Pasa13

Wilayah/Lokasi Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam

Bagian ke dua

d) Karakteristik Iklimdan Cuaca pada wilayah Zlokasidaerah irigasi
setempat.

c) Karakteristik jenis ! Ekologi tanah dan! atau lingkungan pada
wilayah/lokasi daerah irigasi setempat.

b) Karakteristikjenis dan / atau macam macam tanaman menurut
kebiasaan petani pada wilayah/lokasi daerah irigasi setempat.

!_.! ! __ .L .L.

ll!~ct.:s! :SCU:::IH_lJct.L.

(2) Bentuk pola tanam dan tata tanam sebagaimanadimaksud pada ayat [I]
huruf a,huruf b,huruf c, dan huruf d disusurr/direncanakan dengan
pertimbangan beberapa faktor:

a) Karakteristik sumber sumber arr pada wilayah /Iokasi daerah

d) Padi-palawija+bero-beroZtidak ditanami, jika kondisi ketersediaan
air selama 3-6 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.

c} Padi-palawija-palawija+bero,jika kondisi ketersediaan air selama 4-
7 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.

b) Padi-padi+palawija-palawija+bero,jikakondisi ketersediaan air
irigasi 5 - 8 bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.

bulan sepanjang tahun pada suatu daerah irigasi.

(1)Pola tanam dan tata tanam adalah tata urutarr/susunan menurut jenis
tanaman pada sebidang lahan pertanian dalam persatuan luas dalam
kurun waktu 1 tahun pada suatu daerah irigasidapat berbentuk:

Pasa12

Bentuk

Bagian ke satu

Pola Tanam dan Tata Tanam

BABII



(3)Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini,bilamana pada dearah irigasi terjadi kekurangan air untuk
memenuhi kebutuhan air untuk melayani menurut pase pertumbuhan
tanaman yang sudah ada,Dinas / Bidang yang membidangi irigasi

(2)Air irigasi disediakan untuk memenuhi kebutuhan bagi usaha pertanian
dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan reneana pola
tanam dan tata tanam yang telah di tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(1)Air irigasi disediakan dan dialokasikan Untuk semua usaha pertanian
dari sumber - sumber air pada daerah irigasi, untuk dimanfaatkan guna
memperoleh hasil produksi pertanian yang optimal.

Pasa15

Tata Cara Penyediaan Air Irigasi

Bagian ke dua

(3) Penentuan volume air persatuan waktu yang akan di alokasikan untuk
suatu daerah irigasi ditentukan berdasarkan perhitungan debit andalan
yang kejadiannya dihubungkan dengan probabilitas tertentu.

(2)Penyediaan air irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1)
direneanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air (Debit
Andalan) pada sumber air yang dialokasikan untuk suatu daerah irigasi
dan dijadikan sebagai dasar penyusunan reneana pola tanam dan tata
tanam.

(1)Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman pada lahan
pertanian beririgasi, dengan memperhatikan keperluan untuk
permukiman, perkotaan, petemakan, perikanan air tawar dan keperluan
lainnya pada suatu daerah irigasi.

Pasa14

Ketersediaan Air Irigasi

Bagian ke satu

PENYEDIAANAIR UNTUK IRIGASI

BAB III

(6) Luas Areal tanam yang berada di luar lokasi/wilayah yang tereantum
pada lampiran I dan lampiran II dapat memperoleh layanan air lrigasi
setelah luas areal tanaru/wilayah/Iokasi yang menjadi prioritas sesuai
reneana pola tanam dan tata tanam yang wajib memperoleh layanan air
irigasi.

(5) Wilayah/lokasi, reneana luas areal tanam dan reneana penyediaan air
untuk melaksanaan reneana pola tanam dan tata tanam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana yang
tereantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4) Pemantapan atas reneana pola tanam dan tata tanam di bahas dan di
sepakati melalui Rapat pleno Komsi lrigasi Kabupaten Lombok Tengah.

(3) Pelaksanaan reneana pola tanam dan tata tanam harus disesuaikan
antara luas areal tanam dengan kondisi air di masing masing daerah
irigasi sebagaimana yang tereantum pada lampiran I dan lampiran IT
peraturan bupati ini.



(2)Dalam melaksanakan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengaturan masa irigasi adalah sebagai berikut :

(I) Dalam rangka pembagian air dan pemberian air secara efektif dan efisien
(tepat guna) dilakukan dengan cara menentukan masa irigasi atau
periode masa tanam masing-masing daerah irigasi atau antar daerah
irigasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum peroide tanam dimulai

(3)Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselenggarakan oleh Dinas PU & Penataan Ruang Bidang Sumber
Daya Air Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Pengamat, Juru,
PPAdengan melibatkan P3AjGP3Adi daerah irigasi setempat;

(4)Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air, tidak dibenarkan
adanya petjanjian secara perorangan antara pengguna Zpetani pemakai
air irigasi dengan petugas pengairan untuk mengalihkan penggunaan air
sesuai dengan lokasi dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasa18

(2)Pembagian dan pemberian air irigasi dalam jaringan irigasi primer dan
sekunder hanya melalui bangunan pintu bagi /bagi-sadap / sadap yang
sudah ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman
dilahan pertanian beririgasi pada suatu daerah irigasi yang telah
ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada pasal3 ayat (4).

Pasa17

Tata Cara Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Bagian Pertama

PENGATURAN AIR IRIGASI

BABIV

(2)Petak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi kedalam petak
primer, petak sekunder, petak tersier dalam satu jaringan irigasi pada
masing masing daerah irigasi Kabupaten LombokTengah.

.. .mgasl.

(1)Untuk mewujudkan efektivitas, efesiensi dan ketertiban pelayanan air
irigasi, perlu di tetapkan dalam Petak yang dilengkapi keterangan tentang
lokasi, batas - batas dan luasan menurut masing- masing petak layanan

Pasa16

c) Pemberian air irigasi dapat dilakukan dengan cara intermitent
(basah-kering) dengan interwaktu tertentu,untuk mengatasi
tanaman yang sudah ada agar bertahan hidup atau mengantisipasi
gagal panen.

b) Penyesuaian keseimbangan pemberian air pada petak petak
layanan tersier dengan memperhatikan ketersediaan air dan
kebutuhan air tanaman yang sudah ada.

a) Menyalurkan (pasokan) tambahan air irigasi dari daerah irigasi
lainnya bilamana memungkinkan dan atau terdapat kelebihan air.

setelah mendapatkan masukan dan / pertimbangan Komisi lrigasi dapat
melakukan:



(2)Penggunaan air dalam petak tersier dilaksanakan oleh petani pemakai air
melalui P3AjGP3A pada daerah irigasi yang bersangkutan didasarkan
rencana tanam yang tercantum dalam lampiran II

(1)Pengguna air irigasi di lahan pertanian beririgasi hanya diperkenankan
mengambil air dari saluran tersier atau kuarter pada pintu air yang
ditentukan

Pasal12

Tata Cara Penggunaan Air Irigasi

Bagian kedua

(2)Saluran lrigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan pada waktu yang tepat dan diberitahukan kepada pemakai air
melalui P3AjGP3A selambat-lambatnya 15 hari sebelum waktu
pengeringan dimulai.

(1)Untuk keperluan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi saluranjbangunan
dan atau perbaikan jaringan irigasi yang memerlukan pengeringan
saluran, perlu dibahas dalam rapat Komisi lrigasi untuk menetapkan
waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi (saluran) yang akan dikeringkan
secara bertahap.

Pasalll

b. Dengan cara menggilir dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi
debit air yang ada.

a. Air irigasi diberikan hanya guna mencegah gagal panen pada tanaman
yang sudah ada danj atau tanaman yang diperkirakan terancam
kekeringan ; atau

(2)Jika debit air irigasi temyata tidak mencukupi keperluan bagi tanaman
dilahan pertanian beririgasi yang telah ditetapkan maka :

(1)Apabila debit air irigasi diperkirakan tidak dapat mencukupi kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Komisi lrigasi melakukan rapat
luar biasa untuk merekomendasikan penetapan prioritas pembagian dan
pemberian air irigasi sesuai kondisi dan situasi di daerah irigasi
setempat.

PasallO

Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi apabila debit
air irigasi tidak mencukupi kebutuhan sebagaiamana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara bergilir antar petak
.! 1__1._ 1__ 1 ~_ _1 I L ~.! __ I __ 1 ~ _

111UUK/~tKUl!Utl / Ltl ~ltl / ~UIUll~i:Ul.

Pasai 9

c. Masa Tanam III (MT.III)Periode Juni - September

(3)Rincian masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

b. Masa Tanam II (MT.II)Periode Februari - Mei

a. Masa Tanam I (MT.I) Periode Oktober - Januari



(I) Ketua Komisi lrigasi mengkoordinir kegiatan supervisi dan evaluasi
seeara berkala danyatau insidentil terhadap pelaksanaan reneana pola
tanam dan tata tanam yang dilakukan oleh masyarakat petani.

Pasa117

SUPERVISI, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VIII

(2) Dalam rangka keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembagian air
yang ditetapkan, kornisi irigasi dapat berkoordinasi dengan aparat
keamanan setempat dan Iatau Satuan Polisi Pamong Praja

(1) Pelaksanaan reneana pola tanam dan tata tanam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diatur dan disusun dalam jadwal
waktu yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.

Pasa116

(3)GP3A yang ditugaskan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Komisi lrigasi.

(1) Satuan kerja yang terkait melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan reneana pola tanam dan tata
tanam, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2)Ketua Komisi lrigasi dapat mendelegasikan sebagian tugas dan
wewenangnya kepada GP3A dalam pengawasan pelaksanaan pola
tanam dan tata tanam

. Pasal15

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB VII

Masyarakat dapat berpartisipasi mendukung pelaksanaan reneana pola
tanam dan tata tanam dalam rangka keberhasilan peningkatan produksi
pertanian.

Pasa114

PARTISIPASI MASYARAKAT

BABVI

(2)Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya
Peraturan ini.

(1) Perangkat kerja yang terkait wajib melakukan sosialisasi tentang reneana
pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan kepada masyarakat
petani melalui P3A,GP3A,IP3A,darr/ atau KelompokTani.

Pasal13

SOSIALISASI

BABV

(3)Kegiatan penggunaan air dalam petak tersier dibawah bimbingan teknis
petugas penyuluh pertanian lapangan bersama - sama juru pengairan
kepada kelompok tani dan P3A.



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAHTAHUN2020 NOMOR

H.NlJRSIAH

Diundangkan di Praya
Pada tanggal

&~EKRETARIS DAERAH KABUPATEN
,fOMBOK TENGAH r

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2019, tentang Rencana Tahunan Pola Tanam dan Tata Tanam
Musim Tanam Tahun 2018/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa118

KETENTUAN PENUTUP

BABIX

(3) Berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pasal 17 ayat (1), Ketua /Ketua Harian Komisi lrigasi menyusun dan
menyampaikan masukan dan pertimbangan langkah -langkah tindak
lanjut yang diperlukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan
evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, hambatan -
hambatan dan masalah yang dihadapi, upaya pemecahan masalah
atas hambatan dan masalah yang di hadapi.
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